BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG MEDIASI DALAM PUTUSAN PA GRESIK NOMOR

0413/Pdt.G/2011/PA.Gs TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

Analisi terhadap kedudukan PERMA nomor 1 tentang Mediasi dalam
Putusan PA Gresik nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs ini dilakukan dengan
memaparkan terlebih dahulu mengenai kedudukan PERMA Mediasi ini dalam
perkara pembatalan perkawian, dengan memadukan antara teori-teori tentang
pembatalan perkawinan dan mediasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Setelah
mengetahui kedudukan PERMA Mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan
secara umum, kemudian dilakukan analisis terhadap kedudukan PERMA Mediasi
dalam putusan PA Gresik. Analisis dilakukan dengan menggabungkan antara teori
pembatalan perkawinan dan mediasi secara umum, kedudukan PERMA Mediasi
dalam pembatalan perkawinan serta pendapat atau pertimbangan hukum Majelis

Hakim yang memutuskan perkara tersebut.
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A. Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2008 tentang Mediasi dalam Perkara Pembatalan Perkawinan
Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang nomor
12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
merupakan penyempurnaan terhadap undang-undang nomor 4 tahun 2004 yang
menyebutkan dalam pasal 8 tentang hirarki atau kedudukan Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) dalam hirarki perundang-undangan. Yang mana
dalam pasal tersebut menyebutkan:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan.'

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja

Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dihubungkan dengan Undang-undang Nomor

14 tahun 1970 tentang Ketetntuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

! Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, pasal 8.
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Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membuat peraturan sebagai
pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan
bagi kelancaran jalannya peradilan.’

Berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, menentukan:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum
cukup diatur dalam undang-undang ini”

Penjelasan pasal 79 tersebut mempertegas bahwa apabila dalam jalannya
peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, maka
Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk
mengisi kekurangan atau kekosongan hukum tersebut.?

Sebagai peraturan yang diterbitkan dengan tujuan untuk memperlancar
jalannya peradilan, PERMA telah menunjukkan berbagai peranannya di dalam
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang
peradilan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa putusan hakim yang ternyata
mempergunakan PERMA sebagai dasar di dalam bagian pertimbangan

hukumnya, dalam hal terjadinya kekosongan ataupun kekurangan aturan di

2 Ahmad Fauzan, Himpunan Undang-Undang Lengkap, (Bandung: Yrama Widia, 2007), 50.
3 I Made Sukadana, Mediasi Peradilan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 135.
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dalam undang-undang hukum acara. Kesemuanya itu dilakukan oleh Mahkamah
Agung sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan penegakan
hukum di Indonesia, sehingga sebaiknya sosialisasi terhadap keberadaan PERMA
dapat lebih ditingkatkan, schingga PERMA dapat lebih mengoptimalkan
peranannya di dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di
bidang peradilan.

Dengan demikian, sosialisasi tentang keberadaan PERMA sebagai suatu
perundang-undangan menjadi mutlak diperlukan guna memenuhi asas publisitas
yang disyaratkan bagi suatu peraturan perundang-undangan, serta tata cara
pembentukan PERMA yang seharusnya selaras dengan mekanisme pembentukan
peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur
mediasi ini merupakan suatu aturan yang berada dibawah naungan Mahkamah
Agung yang kedudukannya sederajat dengan Presiden. Kekuatan hukum dari
PERMA disini, masih berada di bawah Undang-Undang. Artinya Perma ini dapat
dibatalkan oleh Undang-Undang yang berada di atasnya atau paling tidak
sederajat.’

Dalam perkara perkawinan, mediasi bersifat wajib secara mutlak
dilakukan dan jika tidak dilakukan maka berakibat menjadi batla demi hukum.

Hal itu karena tidak ada satupun undang-undang yang membatalkannya.

4 Suhartono, Wawancara, 27 Juni 2012
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Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka kesepakatan yang
ingin dicapai adalah kesepakatan untuk rukun dan damai, bukan kesepakatan
untuk melakukan perceraian secara damai. Untuk itu, dalam mewujudkan
keinginan perdamaian dalam perkara perceraian adalah dengan jalan mencabut
perkara tersebut.

Perkara pembatalan perkawinan, masuk dalam ruang lingkup
pembahasan perkawinan, dan dalam pelaksanaanya pun harus melalui proses di
pengadilan terlebih dahulu. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-
Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan juga dalam PP 1975, serta dalam
KHI.

Hanya saja dalam perkara mediasi, hal itu menjadi berbeda ketika terjadi
dalam pembatalan perkawinan. Kedudukan PERMA Mediasi disini menjadi
berbenturan dengan peraturan yang disebutkan dalam KMA/032/SK/IV/2006
tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan. Yang mana dalam peraturan ini disebutkan pada pembahasan
tentang perdamaian yang menyebutkan:

“Perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara volunter dan perkara yang
menyangkut legalitas hukum, seperti itsbat nikah, pembatalan nikah, serta

perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan.

5 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama, edisi revisi, (Direktoral Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), 83
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Pembatalan perkawinan yang disebutkan dalam ketentuan ini merupakan
pembatalan perkawinan yang menyangkut terhadap legalitas hukum. Hal ini
seperti yang disebutkan dalam pasal 24 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 71
huruf (a) yaitu mengenai pembatalan perkawinan yang dilaksanakan tanpa
mendapat ijin dari Pengadilan Agama. Maka pembatalan perkawinan ini tidak
wajib hukumnya untuk melalui prosedur mediasi, sebab perkara tersebut
menyangkut atau berkaitan dengan kelegalan hukum.

Hal ini menjelaskan bahwasanya, ketika terdapat sebuah kasus
pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama, maka dalam proses
persidangannya tidak wajib untuk melakukan mediasi. Karena jika perkara
tersebut menyangkut tentang legaltas hukum, maka menjadi wajib hukumnya
perkawinan tersebut untuk dibatalkan. Dan jika pun ada mediasi, itu hanya
bersifat menasehati, bukan untuk membatalkan gugatan atau permohonannya.’®

Kedudukan PERMA dan KMA disini ialah sejajar, oleh sebeb itu, maka
dalam memberikan suatu keputusan hakim berhak untuk memilih antara
keduanya. Karena dalam peraturan perundang-undangan, suatu undang-undang
ataupun peraturan itu dapat dibatalkan oleh undang-undang yang lebih tinggi
atau paling tidak sejajar.

Oleh sebab itu, kedudukan PERMA Mediasi disini yang menyebutkan

kewajiban adanya mediasi dalam setiap perkara perdata yang masuk ke

¢ Suhartono, Wawancars, Gresik, 27 Juni 2012
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pengadilan menjadi tidak wajib karena keberadaan KMA ini. Hal ini karena
kedudukan PERMA dan KMA sama-sama dalam satu naungan Mahkamah
Agung yang dalam hierarki perundang-undangannya kedudukannya menjadi

sejajar atau sederajat.

. Kiriteria Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan yang Mewajibkan Adanya
Prosedur Mediasi

Pembatalan perkawinan dalam perundang-undangan yang diatur di
Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pembatalan mutlak dan relatif. Pembatalan
mutlak, artinya perkawinan tersebut sudah batal demi hukum karena adanya
syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang tidak terpenuhi, atau adanya pelanggaran
terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Maka perkawinan
tersebut menjadi batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan oleh pihak-pihak
yang berhak membatalkan tanpa adanya batasan waktu untuk melakukan
pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Mengenai pembatalan perkawinan ini
disebutkan dalam pasal 70 dan 71 KHI dan juga disebutkan dalam pasal 24 dan
26 Undang-Undang Perkawinan.

Sedangkan pembatalan perkawinan yang relatif, ialah adaanya hak untuk
membatalkan perkawinan itu terbatas oleh waktu. Artinya ketika melewati
batas waktu yang ditentukan salah satu pihak suami atau istri yang berhak untuk

membatalkan perkawinan tersebut tidak menggunakan haknya untuk
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membatalkan perkawinannya, maka hak tersebut menjadi gugur.” Seperti yang
disebutkan dalam pasal 27 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 72.

Dalam kaitannya dengan kewajiban mediasi dalam pembatalan
perkawinan, maka untuk jenis pembatalan yang pertama merupakan jenis
pembatalan yang tidak perlu menggunakan prosedur mediasi dalam proses
pemeriksaannya di pengadilan. Hal ini dikarenakan pembatalan perkawinan
dalam hal-hal tersebut memang mutlak wajib dilakukan, karena perkara-perkara
tersebut menyangkut legalitas hukum. Maka dalam hal ini, sesuai dengan
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyebutkan bahwa perkara yang
tidak wajib mediasi adalah perkara voluonter dan perkara yang menyangkut
legalitas hukum seperti pembatalan perkawinan, itsbat nikah, hibah dan wasiat
serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan. Jadi perkara
pembatalan perkawinan tidak wajib untuk melalui prosedur mediasi.

Sedangkan untuk pembatalan perkawinan yang relatif, selama dalam
masa yang ditentukan salah satu pihak telah mengajukan pembatalan
perkawinan, maka tidak wajib adanya mediasi seperti halnya pada pembatalan
mutlak. Namun ketika waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah lewat

dan para pihak baru mengajukan pembatalan ke pengadilan, maka dalam proses

7 Ibid,.
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persidangan yang dilangsungkan wajib untuk melalui prosedur mediasi dan jika
tidak maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini karena hak
untuk mengajukan pembatalan perkawinan bagi para pihak telah gugur dan
proses persidangan pembatalan perkawinan dilaksanakan seperti proses
persidangan dalam perkara perdata lainnya. Dan juga karena pembatalan
perkawinan ini tidaklah termasuk kategori yang menyangkut legalitas hukum.
Dalam pembatalan perkawinan relatif ini, berlaku ketentuan PERMA
nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi. Artinya ketika pembatalan perkawinan
tersebut diajukan ke pengadilan, maka berlaku seperti pemeriksaan dalam
perkara perdata lainnya, yang mana berlaku pula kewajiban untuk melakukan
mediasi sesuai dengan yang disebutkan PERMA Mediasi yang merupakan
interpretasi dari pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Hal ini karena hak untuk
mengajukan pembatalan tersebut telah gugur dan perkara tersebut bukanlah

termasuk katagori perkara yang menyangkut legalitas hukum.

. Analisis Kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam Putusan
PA Gresik Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang Pembatalan Perkawinan
Dalam kasus pembatalan perkawinan ini, Majelis Hakim berpendapat
bahwa perkara ini tidak perlu menempuh jalur mediasi. Hal ini disebabkan
karena dalam perkara @ quo tersebut, dianggap mengandung unsur melawan

hukum, yang tidak mungkin untuk diselesaikan secara perdamaian.
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Sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, yang disebutkan dalam pasal 2, bahwasanya setiap perkara perdata
yang tidak menempuh jalur mediasi, akan menjadi batal demi hukum.

Namun ketika dihadapkan antara PERMA nomor 1 tahun 2008 dengan
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan yang juga merupakan pedoman beracara
dalam pengadilan, maka kedudukan PERMA disini, yang merupakan interpretasi
dari pasal 130 HIR dan 154 Rbg menjadi sederajad dengan KMA. Artinya suatu
perundang-undangan hanya dapat dibatalkan oleh perundang-undangan yang
lebih tinggi ataupun sederajad dengannya. Dalam artian, bahwasanya kewajiban
mediasi yang terdapat dalam PERMA disini berbanding sederajat dengan
ketentuan dalam KMA yang mengecualikan beberapa perkara yang tidak wajib
melakukan mediasi. Artinya ketika dihadapkan dalam suatu kasus, maka Majelis
Hakim berhak untuk memilih antara menggunakan peraturan yang disebutkan
dalam PERMA yaitu wajibnya prosedur mediasi atau menggunakan peraturan
yang disebutkan dalam KMA/032/SK/IV/2006 yang menyebutkan tidak wajib
melakukan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan, sesuai dengan alasan-
alasan yang mendukung.

Dalam kasus ini, Penulis setuju dengan putusan Majelis hakim dalam

memilih untuk menggunakan ketentuan dalam KMA/032/SK/IV/2006 tersebut,



86

yaitu dalam pemeriksaannya tidak melalui prosedur mediasi. Hal ini dikarenakan

beberapa hal, yaitu:

1.

Perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat disini mengandung unsur
melawan hukum dan tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian.

Hal ini karena ketika seseorang telah melakukan suatu perbuatan
yang melawan hukum, dan hendak memperbaikinya, maka tidak sewajarnya
dilarang ataupun dicegah dengan adanya mediasi. Karena tujuan dari mediasi
itu sendiri agar suatu perkara itu bisa selesai dengan perdamaian, seperti
dalam perceraian yang berakibat batalnya para pihak untuk bercerai.
Sedangkan dalam kasus pembatalan perkawinan ini, ketika mediasi itu
dilaksanakan dan para pihak hendak membatalakan gugatannya untuk
melakukan pembatalan perkawinan, dan memutuskan untuk melanjutkan
perkawinannya, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena perkawinan
yang dilakukannya merupakan perakwinan yang harus dibatalkan secara
mutlak karena telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.
Pembatalan perkawinan yang diajukan tersebut merupakan perkawinan
poligami ilegal, karena dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama.

Kasus pembatalan perkawinan disini berhubungan dengan legalitas
hukum karena dalam mengandung unsur pelanggaran terhadap undang-
undang perkawinan. Maka sesuai KMA/032/SK/IV/2006 perkara ini tidak

wajib untuk melalui prosedur mediasi. Ketika hal pembatalan perkawinan ini,
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berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut legalitas hukum, maka
sebaiknyalah menggunakan peraturan dalam KMA/032/SK/IV/2006 ini.

. Adanya iktikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu
memberikan identitas yang salah kepada KUA Kecamatan Ujung Pangkah
ketika hendak melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat I.

Gugatan pembatalan perkawinan tersebut dilakukan karena adanya
suatu iktikad baik dari Penggugat terhadap kesalahan yang telah
dilakukannya. Iktikad baik dapat diartikan sebagai niat yang murni yang
tidak dilandasi oleh maksud-maksud tertentu yang dilarang oleh hukum dan
aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya iktikad baik dari
Penggugat untuk melakukan pembatalan terhadap perkawinannya yang telah
melanggar hukum tersebut, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan
dengan mediasi yang akan berakibat pada pencabutan terhadap gugatan.
Karena dalam pembatalan yang dilakukan oleh penggugat ini, penggugat
telah menyadari kesalahnnya bahwa perkawinan yang telah dilakukan antara
Penggugat dan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan perundangan
yang berlaku. Oleh sebab itu perkawinan tersebut memang seharusnya

dibatalkan, dan perkara tersebut tidak mungkin batal dengan adanya mediasi.



